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ABSTRAK 

Pelaksanaan sistem perjanjian kerja pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin perlindungan hak-hak 

pekerja, khususnya terkait upah dan tunjangan. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini mencakup: (1) bagaimanakah pelaksanaan sistem perjanjian kerja yang 

diterapkan oleh toko Alva Fashion bagi pekerja UMKM; (2) apakah kendala yang 

dihadapi bagi pekerja UMKM oleh toko Alva Fashion dalam menjamin hak upah 
dan tunjangan; dan (3) bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh toko Alva Fashion 

untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dalam menjamin hak upah dan tunjangan 

pekerja UMKM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan 

sumber data primer berupa hasil wawancara dan observasi langsung terhadap 

pemilik dan pekerja toko Alva Fashion, serta data sekunder dari literatur dan 

peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 

pelaksanaan sistem perjanjian kerja yang diterapkan oleh toko Alva Fashion bagi 

pekerja UMKM memiliki hubungan kerja di toko Alva Fashion dilakukan secara 

informal tanpa kontrak tertulis, dengan pembayaran upah mingguan dan pemberian 

tunjangan makan serta THR yang tidak terstruktur. (2) Kendala yang dihadapi 

meliputi keterbatasan finansial, ketiadaan sistem kerja tertulis, serta minimnya 

pemahaman hukum oleh pemilik dan pekerja. (3) Upaya yang dilakukan antara lain 

menjaga konsistensi upah, pemberian tunjangan secara rutin, pengaturan jadwal 

kerja, serta rencana pencatatan administrasi sederhana. 

Kata Kunci: perjanjian pekerja, pelaku usaha (UMKM), hak upah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam upaya mempertahankan kehidupan, manusia memerlukan 

pemenuhan kebutuhan dasar yang umumnya dicapai melalui pekerjaan dan 

pendapatan. Banyaknya kebutuhan tersebut mengharuskan manusia bekerja 

agar mendapatkan uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa, “Tiap-tiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan”1, hal ini berarti negara memberikan hak untuk mendapat 

pekerjaan yang memberikan kemanfaatan untuk setiap warga negaranya.2 

Pekerjaan dapat berasal dari inisiatif yang dilakukan secara mandiri 

maupun melalui pihak lain. Bekerja secara mandiri berarti individu tersebut 

membangun dan mengelola usahanya sendiri, menanggung seluruh risiko, 

serta bertanggung jawab penuh atas hasil usahanya tanpa keterikatan dengan 

pihak manapun. Semua hasil kerja sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan 

pribadi dan tidak bergantung pada arahan atau perintah dari orang lain. 

Sebaliknya, bekerja melalui pihak lain berarti seseorang menjalankan 

pekerjaan berdasarkan arahan dan perintah dari pemberi kerja, serta wajib 

mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk pihak yang 

memberikan pekerjaan tersebut adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan 

 
1 Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2 Erna Dwi Rachmawati, 2019, “Reposisi Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Pada 

Perusahaan Suatu Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1438 K/Pdt.Sus.PHI/2017,” Jurnal 

Ius Constituendum 4, hlm 49 
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menengah (UMKM), yang memiliki peran penting dalam menyerap tenaga 

kerja di berbagai sektor ekonomi. 

Usaha Mikro Kecil, dan Menengah atau disingkat dengan UMKM 

merupakan basis ekonomi kerakyatan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah 

“Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan 

kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh 

sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”. 

Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, 

kriteria UMKM dibedakan menjadi tiga kelompok. Pertama, Usaha Mikro, 

yaitu usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan 

tahunan paling banyak Rp300.000.000,00. Kedua, Usaha Kecil, yakni usaha 

dengan kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan 

Rp500.000.000,00, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp300.000.000,00 hingga Rp2.500.000.000,00. Ketiga, Usaha Menengah, 

yaitu usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai 

dengan Rp10.000.000.000,00, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih 

dari Rp2.500.000.000,00 hingga Rp50.000.000.000,00. 

UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus 

memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan 

pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas 

kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha 



3 
 

 

UNIVERSITAS BUNG HATTA 

Besar dan Badan Usaha Milik Negara.3 Hal ini penting untuk menciptakan 

struktur ekonomi yang seimbang dan inklusif, di mana UMKM dapat 

tumbuh dan berkembang sejajar dengan pelaku usaha lainnya melalui 

kolaborasi yang saling menguntungkan, alih teknologi, serta integrasi dalam 

rantai pasok nasional dan global. Kemerosotan kapasitas pemerintah dalam 

menciptakan lapangan pekerjaan, telah mendorong berkembangnya sektor 

informal yang digunakan masyarakat sebagai sarana untuk memperbaiki 

kondisi ketenagakerjaan, modal, dan pendapatan mereka.4 Dalam konteks 

inilah UMKM berperan signifikan sebagai penyedia lapangan kerja di 

berbagai sektor. 

Sebelum dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui 

pelaku UMKM, maka harus memberikan pengembangan secara terstruktur 

supaya dalam pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik.5 Salah satu aspek 

penting dalam pengembangan tersebut adalah penataan hubungan kerja. 

Seiring meningkatnya peran UMKM sebagai penyedia lapangan kerja, 

kebutuhan akan hubungan kerja yang formal menjadi semakin mendesak. 

Dalam konteks UMKM, hubungan kerja sering kali berlangsung secara 

informal tanpa landasan hukum yang jelas, padahal keberadaan perjanjian 

kerja sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap pekerja memperoleh 

perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, perjanjian kerja 

 
3 Sudjana, U. 2022. Perlindungan Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pola 

Kemitraan, Keagenan Dan Distribusi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian. Jurnal Ilmiah Hukum 

De’jure: Kajian Ilmiah Hukum, 4(2), hlm 346–364. 
4 Edi Suharto, 2007, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 

hlm. 160 
5 Atna Himmatul Aliyah, 2022, Peran Usaha Mikor Kecil dan Menengah (UMKM) untuk 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Ilmu Ekonomi: Welfare, Vol. 3 No. 1, hlm 67 
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menjadi instrumen penting yang mengatur secara eksplisit hak dan 

kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan hubungan kerja. 

Secara yuridis, dasar hukum mengenai hubungan kerja dan 

perjanjian kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian mengalami perubahan melalui 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan dijabarkan lebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Peraturan-peraturan tersebut 

menegaskan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun 

lisan, namun untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang 

optimal, bentuk tertulis sangat dianjurkan. Di dalamnya harus memuat 

informasi penting seperti jenis pekerjaan, besarnya upah, waktu kerja, hak 

atas tunjangan, serta hak-hak normatif lainnya.  

Namun dalam praktiknya, tidak semua pelaku usaha, terutama di 

sektor UMKM, memahami dan menerapkan ketentuan tersebut secara 

memadai. Di daerah Kota Bukittinggi, UMKM berkembang pesat dan 

menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini dapat 

dilihat dari data jumlah UMKM yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota 

Bukittinggi pada tahun 2024. 
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Tabel I.1 

Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bukittinggi 

Tahun 2024 

No Kecamatan Mikro Kecil Menengah Total 

1. Aur Birugo Tigo 

Baleh 

1.530 13 0 1543 

2. Guguk Panjang 2.438 28 0 2466 

3. Mandiangin Koto 

Selayan 

3.535 9 0 3544 

Total 7.503 50 0 7.553 

Sumber data: Dinas Koperasi UMKM dan Kesejahteraan Kota 

Bukittinggi 2025 

Tabel I.1 menyajikan data jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) di Kota Bukittinggi pada tahun 2024 yang bersumber 

dari Dinas Koperasi UMKM dan Kesejahteraan Kota Bukittinggi tahun 

2025. Secara keseluruhan, terdapat 7.553 unit UMKM yang tersebar di tiga 

kecamatan, yaitu Aur Birugo Tigo Baleh, Guguk Panjang, dan Mandiangin 

Koto Selayan. Dari jumlah tersebut, usaha mikro mendominasi dengan total 

7.503 unit, sementara usaha kecil hanya berjumlah 50 unit dan tidak ada 

usaha menengah yang tercatat. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan 

memiliki jumlah UMKM tertinggi dengan total 3.544 unit, diikuti Guguk 

Panjang sebanyak 2.466 unit, dan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 1.543 

unit. 



6 
 

 

UNIVERSITAS BUNG HATTA 

Perkembangan bisnis pada kelompok usaha kecil dan menengah 

sangat mendorong pertumbuhan serta pembangunan ekonomi secara 

nasional.6 Hal ini juga terlihat di Kota Bukittinggi, di mana dominasi usaha 

mikro menunjukkan bahwa struktur ekonominya masih sangat bergantung 

pada pelaku usaha berskala kecil dengan pengelolaan sederhana. Ketiadaan 

usaha menengah menjadi indikasi bahwa kapasitas UMKM untuk 

berkembang ke skala yang lebih besar masih terbatas. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya pemerintah daerah dalam bentuk pembinaan, pelatihan, 

akses permodalan, dan penguatan kelembagaan agar UMKM, khususnya 

usaha mikro, dapat naik kelas serta meningkatkan kontribusinya terhadap 

perekonomian lokal secara berkelanjutan. 

Seiring dengan upaya peningkatan kapasitas UMKM, aspek 

perlindungan ketenagakerjaan juga perlu menjadi perhatian, khususnya 

dalam hal pemenuhan hak upah dan tunjangan bagi pekerja. Pelaku usaha 

UMKM sebagai pihak yang menyediakan pekerjaan memiliki kewajiban 

untuk memberikan imbalan kepada pekerjanya sesuai dengan ketentuan 

hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa “hak 

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pelaku usaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

 
6 Kinsella P. Sabrina, 2021, “Analisis Penerapan Tata Kelola pada Kelompok Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Semarang Barat,” Jurnal Akuntansi, Keuangan dan 

Auditing, Vol. 2, No. 1, hlm. 66 
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keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan”, ya\ng mengatur tentang hak-hak pekerja terkait upah dan 

tunjangan.7 Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juga membawa 

perubahan signifikan terhadap pengaturan ketenagakerjaan, termasuk dalam 

aspek pengupahan, yang perlu dipahami dan diterapkan oleh pelaku UMKM 

agar hubungan kerja berjalan secara adil dan sesuai hukum.  

Pasal 88A Angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Cipta Kerja, yaitu: "Pengaturan pengupahan yang ditetapkan 

atas kesepakatan antara Pelaku usaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan 

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”8, ini bertujuan 

untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendorong 

penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menekankan pentingnya 

perlindungan hak-hak pekerja. Salah satu pokok bahasan dalam Undang-

undang ini adalah penyederhanaan peraturan tentang upah, yang diharapkan 

dapat meningkatkan fleksibilitas dalam pengaturan upah dan tunjangan. 

Menurut Pasal 23 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2021 tentang Pengupahan, yaitu: “pengusaha dilarang membayar upah lebih 

rendah dari upah minimum”, peraturan ini mengatur bahwa pelaku usaha 

wajib membayar upah kepada pekerja atau buruh sesuai dengan ketentuan 

upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan 

 
7 Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
8 Pasal 88A Angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta 

Kerja 
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peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, undang-undang ini tetap 

mengharuskan perusahaan untuk memberikan upah yang adil dan layak, 

serta memenuhi ketentuan upah minimum, karena hal ini penting untuk 

memastikan bahwa pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, 

termasuk pangan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Adanya upah yang 

diberikan, pekerja akan menerima hasil yang meningkatkan kesejahteraan.9  

Pelaku usaha UMKM juga wajib memberikan tunjangan sesuai 

peraturan yang berlaku, seperti tunjangan lembur, makan, kinerja dan hari 

raya, yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. 

Kesejahteraan pekerja yang baik berkorelasi positif dengan kinerja 

perusahaan, sehingga perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, 

tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang adil dan kondusif. Setiap 

bangsa memerlukan ekspansi ekonomi karena menunjukkan tingkat 

kemakmuran yang tinggi melalui peningkatan output per kapita dan 

peningkatan daya beli Masyarakat.10 

Karakteristik UMKM yang cenderung berskala kecil dan 

pengelolaan yang sederhana menyebabkan hubungan kerja di sektor ini 

memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan besar. 

Meskipun demikian, pelaku usaha atau pemberi kerja pada UMKM tetap 

wajib menjalankan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, termasuk kewajiban membuat perjanjian kerja 

sebagai dasar hukum yang mengikat antara pekerja dan pemberi kerja. 

 
9 F.X. Djumialdji, 2005, Perjanjian Kerja, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29 
10 Fathunnisa, N., & Shayputra, A. (2023). Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Desa Emplasmen Kwala 

Mencirim, Kecamatan Sei Bingai). In International Seminar on Islamic Studies, hlm. 305–312. 
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Karakteristik ini menciptakan tantangan tersendiri dalam 

pelaksanaan perlindungan ketenagakerjaan, terutama dalam menjamin hak-

hak dasar seperti upah layak, tunjangan, dan jaminan kepastian kerja. 

Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kewajiban administratif, seperti 

penyusunan kontrak kerja tertulis, disebabkan oleh keterbatasan 

pengetahuan hukum, keterbatasan sumber daya, serta anggapan bahwa 

hubungan kerja yang bersifat kekeluargaan tidak memerlukan bentuk 

hukum yang formal. Akibatnya, banyak pekerja di sektor UMKM yang 

tidak memiliki perlindungan memadai terhadap pemutusan hubungan kerja 

sepihak, ketidakjelasan jam kerja, dan ketidaksesuaian dalam sistem 

pengupahan. Hal inilah yang menyebabkan unit usaha perintis sebagai 

UMKM menemukan hambatannya untuk berkembang dan menjalankan 

usahanya.11 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan 

penting dalam struktur perekonomian nasional, termasuk di Kota 

Bukittinggi. UMKM menjadi sektor yang mampu menyerap tenaga kerja 

dalam jumlah besar dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun 

demikian, di balik kontribusinya yang signifikan, sektor UMKM seringkali 

menghadapi berbagai tantangan dalam hal tata kelola ketenagakerjaan, 

terutama terkait sistem perjanjian kerja antara pelaku usaha dan pekerja. 

Salah satu persoalan utama yang banyak dijumpai adalah praktik 

hubungan kerja yang masih bersifat informal. Banyak pelaku UMKM 

 
11 Lie Amat & Hudi Yusuf, 2024, “Analisis Perspektif Hukum Dagang dalam 

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia,” JICN: Jurnal Intelek 

dan Cendikiawan Nusantara, Vol. 1, No. 2, hlm. 1251 
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menjalankan kegiatan usaha tanpa menerapkan perjanjian kerja tertulis, dan 

lebih mengandalkan asas kepercayaan dalam merekrut serta mengatur 

pekerja. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya kejelasan mengenai hak dan 

kewajiban masing-masing pihak, serta melemahkan posisi pekerja dalam 

memperjuangkan hak-haknya secara hukum. 

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan di Toko Alva Fashion, 

sebuah UMKM di kawasan Aur Kuning, Bukittinggi, menunjukkan bahwa 

hubungan kerja di toko tersebut masih bersifat informal. Pekerja direkrut 

tanpa kontrak tertulis, dan pengaturan kerja lebih banyak didasarkan pada 

kesepakatan lisan antara pemilik dan pekerja. Sistem kerja yang sederhana 

ini mencerminkan kondisi yang umum terjadi pada banyak UMKM, di mana 

hak dan kewajiban pekerja serta mekanisme pengaduan belum terstruktur 

dengan jelas, sehingga posisi pekerja cenderung lemah dalam 

memperjuangkan hak-haknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

pelaksanaan sistem perjanjian kerja di UMKM masih sangat sederhana dan 

belum sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Namun, fenomena tersebut bukanlah kasus tunggal yang berdiri 

sendiri. Di tengah peran strategis UMKM dalam membuka lapangan kerja 

dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, praktik ketenagakerjaan yang 

terjadi di sektor ini masih kerap luput dari perhatian dan pengawasan 

hukum. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman 

mendalam mengenai kewajiban mereka sebagai pemberi kerja, termasuk 

mengenai standar pengupahan, jam kerja, dan pemberian tunjangan. Tidak 
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sedikit pula yang menganggap bahwa hubungan kerja yang dilandasi asas 

kekeluargaan sudah cukup untuk menjaga kelangsungan kerja. Padahal, 

tanpa adanya sistem kerja yang terstruktur dan legal, pekerja rentan terhadap 

praktik kerja eksploitatif dan ketidakpastian dalam hal hak-hak normatif 

mereka. 

Fakta ini menggambarkan adanya kesenjangan antara regulasi 

ketenagakerjaan yang telah ditetapkan pemerintah dan praktik yang 

berlangsung di lapangan, terutama dalam lingkup UMKM seperti di Kota 

Bukittinggi. Kondisi ini menuntut adanya kajian lebih lanjut untuk 

mengidentifikasi bagaimana sistem perjanjian kerja dijalankan, tantangan 

yang dihadapi, serta sejauh mana pemenuhan hak pekerja dapat diwujudkan 

dalam praktik usaha mikro. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan 

untuk menggali dinamika hubungan kerja di UMKM, serta memberikan 

masukan bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam memperkuat 

perlindungan hukum ketenagakerjaan di sektor informal. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

penulis telah menemukan isu hukum dan memiliki ketertarikan untuk 

mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul 

“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DALAM MENJAMIN 

HAK UPAH DAN TUNJANGAN PEKERJA PADA USAHA MIKRO 

KECIL MENENGAH (UMKM) TOKO ALVA FASHION DI KOTA 

BUKITTINGGI”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis 

merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem perjanjian yang diterapkan oleh toko 

Alva Fashion untuk pekerja UMKM terkait upah dan tunjangan? 

2. Apakah kendala yang dihadapi bagi pekerja UMKM oleh toko Alva 

Fashion dalam menjamin hak upah dan tunjangan? 

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh toko Alva Fashion untuk 

mengatasi kendala-kendala tersebut dalam menjamin hak upah dan 

tunjangan pekerja UMKM? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pelakasanaan sistem perjanjian yang diterapkan oleh 

toko Alva Fashion untuk pekerja UMKM terkait upah dan tunjangan. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi bagi pekerja UMKM oleh toko 

Alva Fashion dalam menjamin hak upah dan tunjangan. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh toko Alva Fashion untuk 

mengatasi kendala-kendala tersebut dalam menjamin hak upah dan 

tunjangan pekerja UMKM. 

D. Metodologi Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, dengan adanya 

permasalahan yang dihadapi maka penulis melakukan penelitian dengan 

cara: 
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1. Jenis Penelitian  

 Penulis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis 

sosiologis (socio legal research) yang dikenal sebagai penelitian 

lapangan, yang bertujuan untuk mengkaji keadaan masyarakat 

sebenarnya dan kerangka hukum yang ada.12 Dengan kata lain, penelitian 

yang diteliti dilakukan dengan cara menelaah fakta dan kejadian di 

masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Setelah data 

yang diperlukan terkumpul, penelitian membantu mengidentifikasi 

masalah yang kemudian dapat diatasi dengan solusi yang tepat. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penulisan ini menggunakan sumber data primer dan data 

sekunder, Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

a. Data Primer  

 Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh 

peneliti. Data primer diperoleh melalui metode seperti wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan cara lain untuk memastikan keakuratan 

data. Data primer diperoleh dari data sumber dari dari informan dan 

responden. Adapun informan yaitu pemilik toko Alva Fashion dan 

responden 4 orang pekerja toko Alva Fashion. 

 

 

 

 
12 Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas BungHatta, Padang, 

hlm.23 
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b. Data Sekunder  

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang 

sudah ada peneliti. Sumbernya bisa berupa setudi kepustakaan, buku-

buku, jurnal, internet dan lainnya sesuai judul dalam penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Dokumentasi  

  Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan data langsung 

dari lokasi penelitian, mencakup buku-buku yang relevan, peraturan, 

laporan kegiatan, foto, dan film dokumenter yang berkaitan dengan 

penelitian. Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti mendapatkan 

informasi tidak hanya dari narasumber, tetapi juga dari berbagai 

sumber tertulis lainnya atau dokumen yang dimiliki informan, seperti 

peninggalan budaya, karya seni, dan pemikiran.13 

b. Wawancara 

 Jenis teknik wawancara yang digunakan oleh penulis adalah 

wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang bersifat bebas 

tanpa menggunakan pedoman wawancara yang sistematis. Dalam 

wawancara ini, pedoman yang dipakai hanya berupa garis besar 

masalah yang akan dibahas. Penulis bebas melakukan tanya jawab 

tanpa adanya pedoman struktur wawancara.  

4. Analisa Data 

 Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang 

 
13 Ridwan, 2006, Metode & Teknik Penyusunan Tesis, Alfabeta, Bandung, hlm.105 
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menghasilkan deskriptif melalui wawancara yang disampaikan oleh 

responden baik secara tertulis maupun lisan, serta mencakup pengamatan 

terhadap perilaku yang diteliti dan dipelajari secara menyeluruh. 

Penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa, yaitu analisa data yang 

dilakukan dengan menyusun data secara sistematis sehingga diperoleh 

kesimpulan ilmiah berupa jawaban dari permasalahan yang diajukan.14 

 

 
14 M.Nazir, 2009, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.27 


